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PERATURAN BUPATI PACITAN
¢ NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

Um TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
: KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahum 2007 tentang Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Paeitan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2012, perlu mengatur uraian tugas, fungsi dan tata ketja Satuan
Polisi Pamong Praja;

bahwa | berdasarkan pertimbanganan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paecitan.

Mengingat :1. UndangiUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

3.

4.

5.

6.

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19), tambahan
Lembaran Negara Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Tahun21965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Nomor
2730); :

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara: Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor. 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja {Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

{
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1 Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman (rganisasi dan Tata Kerja Satuan Polst Pamong Preja;
B, Peraturan Deerah Kabupaten Pactan Nomor 18 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007
tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN

; BAB 1
! KETENTUAN UMUM

4 Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

NP PN

(1)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Pacitan;
Bupati adalah Bupati Pacitan;
Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pacitan;
Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
Jabatan Fungsional'!adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
Jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
ketrampilan serta bersifat mandiri.

’ BAB U

KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI

!

! Pasal 2
Sétuan Polisi Pamorfg Praja Kabupaten Pacitan merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala

- Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

(2)

(3)

melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

ketentraman, kctcrtlban, penegakan peraturan daerah dan perlindungan
masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempumyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban
masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan kcbljakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati; :

c. Pclgksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perhndungan masyarakat

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

:
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masyaraka d gan Kepohman Negara Repubk Indonesi, Perid
Pegaa Negen Sipil Daera, dan/atan aparatur ey
{, Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati; dan :
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya. :
' Pasal 3
(1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pac1tan terdiri dari :
Kepala Satuan; : .
Sekretariat; : ]

Bidang Penegakan Perundang—undangan Daerah

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Sumber Daya Aparatur; | .

Bidang Perlindungan Masyarakat; - l

Kelompok Jabatan Fungsional,

(2} Sekretanat dipimpin olch seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang, yang be}'ada dlbawah dan bcrtanggungjawab
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. -

o aan o

. . BAB I
_ , URAIAN TUG?S DAN T’UNGSI
? Bagﬁr’l Kesatu :

' I

: Kepala Satnan

i ' . :
; . / ;

Fe

T

(1} Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat { 1 } huruf a,
mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
menyelenggarakan ketert:ban umutn dan ketentraman masyarakat scrta
linmas, i

(2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 } mempunyai tugas
sebagai berikut ; i

. a. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan $
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 4

b. Merumuskan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
Peraturan Perundang-Undangan;

c. Mengkoordinasikan kegjatan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

d. Melaksanakan pelayanan pengaduan di bidang ketertiban umum dan
ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan an pengendalian tugas-
tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

f. Mempersiapkan rencana operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS};

g. Menyiapkan dan menyampaikan pertimbangan kepada Bupati di bidang
penegakan dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat; :

h.Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat maupun badan
hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

i. Mengusulkan pejaPat pengelola keuangan dan barang;

I
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J- Membing, mengépdalﬂ(an den mengevauast el hegiatan bidang
penegakan Pereturan Deersh dan Peraturan Bupat pemeliharaan dan
penyelengearaan ketertban umum dan ketentraman masyarakat sert

perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

k. Memberikan rekomendasi atas perizinan di bidang penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat; :

1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan instansi terkait

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan

(1).

2).

(1)

(2)

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n.Membina bawahan dalam pencapaian program dengan memberi petunjuk

pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; _

0. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang
berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam
penyusunan sasaran tahun berikutnya;

p- Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang
dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam
pembinaan karicr; dan

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

i Sekretariat
| Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi
Pamong Praja di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian lingkup
satuan kerja, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan;
b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
c. Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi

kepegawaian;
d. Penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
c. Penyusunan program kerja, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan.

| Pasal 6
Sekretariat tcrdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Program ; dan
¢. Sub Bagian Keuangan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

. Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga,
pengadaan dan kepegawaian lingkup satuan kerja;

b. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata
kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan
upacara, pcrtcm;uan, rapat dinas dan kcpustakaan;
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(2)

3)

(1)
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3 Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan, kehumasan dan admlmstIaSI
pecalanan dmas, |

d Meksanakan analisa  Kebutuhan  dan  pengadaan  sert

. pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta
pertanggungjawabannya ;

¢. Melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup satuan kerja;

f. Meningkatkan kompetensi, ketrampilan dan penegakan disiplin pegawai;

g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan,
rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian lingkup satuan kerja;

h. Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur
dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

a. Menghimpun, mengolah data dan informasi umtuk bahan penyusunan
program, }

b. Menyusun dan merumuskan program kerja, program strategis, AKIP dan

LAKIP satuan kerja;

Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program

dan anggaran; :

o

d. Menyusun laporan kegiatan ;
e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi;
f. Melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan

pihak yang berkompeten; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya. '

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja;

b. Melaksanakan pengelolaan anggaran;

c. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan veriflkasi serta
perbendaharaan

d. Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan blaya-blaya lain sebagai
pengeluaran satuan kerja;

¢. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan keuangan; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Pene gakan Perundang-Undangan Daerah

i Pasal 8

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan dan
penyebarluasan produk hukum daerah, serta melakukan penyelidikan dan
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta
tugas lain yang diberikan olch Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan dalam rangka
penyusunan program di bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah;

b. Pelaksanaan keglatan Penyelidikan dan Penyidikan;

c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait di
bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Penegakan
Perundang-undangan Daerah. ,



(1)

Pasal 9

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan; dan
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

(1)

(2)

(1)

(2)

dibawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan peundang-
undangan Daerah. !

‘ Pasal 10

Seksi Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan dalam rangka
menyusun program kegiatan di Bidang Pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansiflembaga terkait dalam rangka
pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

c. Melaksanakan ! Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas produk
hukum Daerah; dan

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penegakan Perundang-imdangan Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya. 5

Seksi Penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan penyelidikan dan penyidikan;

b. Melaksanakan | kegiatan penyelidikan di bidang ketentraman dan
ketertiban, penegakan Peraturan Daerah;

c. Melaksanakan . pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah serta mengamankan barang sitaan ;

d. Menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan PPNS;

e. Melaksanakan : penuntutan dan penindakan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah ;

f Menyiapkan data dan mengkoordinir keberadaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil; dan

g. Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penegakan Pcrundang-lmdangan Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

' Bagian Ketlga
Bidang Ketcrtlban Umum dan Ketentraman Masyarakat
’ Pasal 11
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam
mengadakan pembinaan, operasi, pengendalian dan kerjasama dengan pihak
terkait dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan pembinan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat ;
b.Menyusun rencana dan melaksanakan operasi penertiban terhadap
pelanggar norma-norma dan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Menyusum rencana pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan
massa ; ;
d. Mclaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah,swasta dan
masyarakat di bidang Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat; dan

i
i
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' e Melaksanakan evaluam dan pelaporan di Bidang Keferiban Vmum dan
Ketentraman Masyarakat

Pasal 12

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:

a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan

b. Seksi Kerjasama’

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat.

i Pasal 13
§

Seksi Operasi dan Pengendahan mempunymni tugas :

a. Menyusun rencana kerja dan koordinasi kegiatan operasional dan
pengendalianan; |

b. Melaksanakan kegiatan prefentif untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban masyarakat ;

c. Melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap segala bentuk
kejahatan dan pelanggaran maupun gangguan ketertiban dan keamanan
lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

d. Melaksanakan kegiatan pengamanan pejabat daerah, tamu-tamu negara,
Instalasi pemerintah, aset daerah, kegiatan massa dan pemerintah ;

e. Melaksanakan kegiatan pengawalan pejabat daerah, tamu-tamu negara
dan orang-orang penting ;

f. Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat terhadap

_gangguan ketentraman dan ketertiban umum ; dan

g. Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan
lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang Ketertiban umum
dan Ketentraman masyarakat ;

b. Menghimpim data, monitoring, evaluasi dan penyusiman laporan
kegiatan kerjasama ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan
oleh lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat; dan

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X Bagian Keempat
Bxdang Perlindungan Masyarakat

i

Pasal 14
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Kesiagaan dan Penanggulangan
Bencana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia  serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang

Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data penyiapan bahan dalam rangka
perumusan program di bidang Perlindungan Masyarakat;

b. Pengkajian, koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijaksanaan dalam
rangka bimbingan dan pengembangan dalam upaya menghadapi dan
penanganan bencana;

c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pengarahan sumber
daya satuan perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana untuk
penanganan akibat bencana; dan
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0. Penyaen bahan umsn  ebikon dn foslig
peningkatan dan pemberdayaan sumber daya mamugia i bidang
Perlindungan Masyaraka L Serana  dan Pracarena penanggulangan

bencana.
Pasal 15

Bidang Pcrlindungari Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Masing-masing Seksi dipimpin olch Kcpala Scksi yang berada di bawah dan
bcrtanggung]awab kcpada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

g Pasal 16

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan program kegiatan penanggulangan bencana;

b. Merencanakan, melaksanakan pengerahan dan pengendalian sumber
daya untuk penanggulangan bencana;

¢. Melaksanakan administrasi dan menyusun laporan pcrtanggung]awaban
perlengkapan dan peralatan penanggulangan bencana;

e. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi satuan tugas penaggulangan
bencana sesuai kebutuhan;

f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Satuan
Perlindungan Masyarakat ; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas :

1)

(@)

a. Melaksanakan kegiatan administrasi personalia anggota Perlindungan
Masyarakat; :

b. Meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana ;

¢. Mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan bahan penyusunan
program kegiatan pemberdayaan potensi masyarakat ;

d. Menyusun pedoman pcnyclcnggaraan dan materi pendidikan/pelatihan
kader pelaksana dan kader pemimpin kelinmasan ;

e. Menyelenggarakan pendidikan/pelatthan kader pelaksana dan kader
pemimpin kchnmasan dengan mengadakan kordinasi dan fasilitasi instansi
terkait ; :

f. Mclaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
pemberdayaan SDM Linmas;

g. Merencanakan, | menyiapkan dan membina personalia yang
menangani pcrlcngkapan dan peralatan penanggulangan bencana
sesuai spcsifikasinya; dan

h.Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

]

Bagian Kelima

fBldang Sumber Daya Aparatur

: Pasal 17
Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Satuan Polisi; Pamong Praja di bidang Peningkatan Sumber Daya
Manusia, yang mchputl pelatihan dasar dan teknis fungsional scrta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja, sesuai dengan tugas dan fumgsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Sumber Daya Aparatur memptmyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan program di bidang Sumber Daya Aparatur;

b. Melaksanakan administrasi sumber daya aparatur ;
' i
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C.

Pengkajian, koordmasx fasitasi dan perumusan kebijaksanaan dalam

rangka bunbmgan dan pengembangan dalam Upaya pemngkatan Sumber
Daya Aparatur;

d. Penyiapan bahan ‘rumusan kebljakan dan fasilitasi pengarahan sumber

c.

f.

g.

daya aparatur;
Menyiapkan dan: mengusahakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan
dan disiplin pegawai;
Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur
dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan; dan
Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan
dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Perlindungan
Masyarakat, Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana.

t

; Pasal 18

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari ;

al

b.

Seksi Pelatihan Dasar; dan
Seksi Teknis Fungsional

(2) Masing-masing Seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Pasal 19

1

(1) Scksi Pelatihan Dasajr mempunyai tugas :

a.

b.

d.

el

f.

Mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan program kegiatan Pelatihan Dasar;

Merencanakan, menylapkan melaksanakan dan mengendalikan Latihan
Dasar;

. Melaksanakan admimstrasi pelaksanaan Latihan Dasar meliputi

perencanaan dan analisis kebutuhan perlengkapan dan peralatan,
perbendaharaan, perawatan dan mcnyusun laporan pertanggung jawaban
perlengkapan dan peralatan Latihan Dasar;

Merencanakan, %menyiapkan dan membina personalia yang -
menangani Latihan Dasar sesuai spesifikasinya;
Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi Latihan Dasar;
Melaksanakan evaiuasi dan menyusun laporan kegiatan; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepala Bldang Perlindungan

Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Teknis fungswnal mempunyai tugas :

al

b.
c.

d.

£g-

Mengumpulkan dan mengolah data,menyiapkan bahan dalam rangka
melaksanakan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia  dalam
teknis fungsional ;;

Melaksanakan kegiatan administrasi Teknis Fungsional;

Menyusun pedoman dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
Teknis Fungsional;

Menyiapkan data dan personil dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan Teknis Fungsional

. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;

Malaksanakan koérdinasi, keijasama dan fasilitasi dengan instansi
terkait dalam rangka pemberdayaan SDM Teknis Fungsional;
Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan  di

bidang pemberdayaan SDM Teknis Fungsional; dan

h.Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sumber

Daya Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

|
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BABIV
K!ELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruif g mempunyai; tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang
keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas
Satuan Polisi Pamong sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

!
i

Pasal 22

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah lembaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

- oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABV
TATA KERJA

Pasal 23

ke B e m oAt T e

Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong- Praja berhalangan melaksanakan
tugasnya, tugas Kepala Satuan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati. '

E Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan isatuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. '; _

(3) Setiap  pimpinan; organisasi  bertanggungjawab memimpin  dan
mengkoordinasikan .bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib idi olah dan di pergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan. i

'E
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(6) Dlam penyempéian Iaporan masing masmg kepaca atasr, tenbusan aporan

Wajid dlsampalkan kepada safuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya
dan dalam rangka:'pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,
wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

E Pasal 25

Dengan berlakunya Pératuran Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 68

Tahun 2007 tentang Uraian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong -

Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
I

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
3
Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
; Ditetapkan di Pacitan
Padatanggal 2 - | - 2013
: BUPATI PACITAN

3

e

INDARTATO
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| (6} il pﬁnyampman Iaporan masing- masmg kcpada atasan, fembusan [aporan

waih disampatkan Kepada safuan organisas e yang secara fungsional

mempunyai hubungan ketja.

(7) Palam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dlbawahnya

dan dalam rangka |pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,
wajib mengadakan rapat berkala.
; BAB VI
: KETENTUAN PENUTUP
i
1

Pasa_l 25

- Dengan berlakunya Pc'raturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 68

Tahun 2007 tentang Uraian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja dicabut dan dmyatakan tidak bcrlaku

; Pasal 26
i .
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mcingctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
,i Ditetapkan di Pacitan
f_ Padatanggal 2 - 1 - 2013
! BUPATI PACITAN
H
! Cap.ttd
INDARTATO
Diundangkan dl Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2013
' 1
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